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Menimbang a Balwa dalam rangka menngkatkan kuallas penchdéan khususnya pendidikan Tormal WABUPATEN BURL SELATAN
i Kabupaten Buru Selatan diperiukan perhatian dan dukungan dar semua pitak niuk :
membuka Pendidikan Sekolah Mensngah Pertama (SMP] MEGERI 04 EEPALA
MADAN. b
b Bahwa uniuk maksid tersstul dan sesuai sfudi kelayakaan, maks dipandang periu
untuk mamberkan rin operassenal pada Sekolah Menengah Pertama (SMP| SEGERT
04 KEFALA MADAMN [ FPembena
c Babwa berdasarkan perfimbangan sebagaimana o maksd paca point 8 dan b digkas, NIP 1EOROT 198403 1 015
maka periu dietapkan dengan keputmsan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru
Selatan.
Mengingat 1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembeniuken Kabupaten Buru Selatan Tenbwsan disampakan Fipada T .
dil Prowins: Maluky 1. Dieitorl Jerderal Seloksh Deter Kemdikbod o Jakaris
2 Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintanan Deerah (Lembaga 2 Bupati Buns Selatan o Nameoke,
Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Momor 59 Tambahan Lembaran Negera 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mepsls Madan o Blom,
Republk Indonesia Nomor 3844} 4. Arsip;
i1 Undang-udang Momor 33 Tahun 2004 tentang Permbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah |
4 Peraturan Pemerintah Republik Indones:a Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan
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